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P U T U S A N 

Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan 

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara: 

Pemohon, NIK. xxxxxxxxxx Tempat tanggal lahir :Grobogan, 8 Maret 1979, 

Umur 44 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. 

xxxxxxxxx, Pendidikan SMP, beralamat di RT. 002 RW. 001 

Desa Xxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxx Kabupaten 

Grobogan, sebagai Pemohon; 

melawan 

Termohon, NIK. 3xxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir : Kudus, 4 Januari 1981, 

Umur 42 Tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, 

Pendidikan SD, berdomisili di rumah Ibu Sutarmi (ibu kandung) 

di RT. 002 RW. 002 Desa Xxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxx 

Kabupaten Kudus, sebagai Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa 

alat-alat bukti yang diajukan di persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 November 

2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Kudus pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 

0000/Pdt.G/2023/PA.Kds, dengan dalil-dalil sebagai berikut: 

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah di Kantor 

Urusan Agama  (KUA) Kecamatan Xxxxxxxxxxx Kabupaten Grobogan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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pada tanggal 21 Juni 2017, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 

xxxxxxxxxxx; 

2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah menikah secara sah di 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus pada 

tahun 2000, namun telah bercerai pada tahun 2014 di Pengadilan agama 

Kudus; 

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda cerai hidup dengan 2 

anak dan Termohon berstatus Janda cerai hidup dengan 2 anak; 

4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah 

tangga di rumah Pemohon yang beralamat di RT. 002 RW. 001 Desa 

Xxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxxxxx Kabupaten Grobogan selama 5 

(lima) tahun 8 (delapan) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon 

berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan; 

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan intim suami 

istri (ba’da dukhul) namun belum dikaruniai anak ; 

6. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan 

rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2022 antara Pemohon dan 

Termohon terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekcokan yang terus 

menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali; 

7. Bahwa faktor penyebab perselisihan, pertengkaran dan percekcokan 

antara Pemohon dan Termohon adalah karena  : Termohon ingin menikah 

lagi; 

8. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 

bulan Maret 2023 dengan permasalahan sebagaimana point.6 diatas, yang 

akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, kemudian Termohon 

pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di RT. 002 RW. 002 

Desa Xxxxxxxxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus, sedangkan 

Pemohon tetap tinggal di rumah Pemohon; 

9. Bahwa setelah kejadian point.7 akibatnya Pemohon dan Termohon telah 

berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, yaitu sejak bulan Maret 

2023 hingga Permohonan ini di ajukan di Pengadilan Agama Kudus;  

Disclaimer
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds 
 

 

 

10. Bahwa harapan Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga 

dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, selain itu 

Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon; 

11. Bahwa atas dasar uraian diatas, permohonan Cerai Talak Pemohon telah 

memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal  116 huruf 

(f) Kompilasi Hukum Islam; 

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam 

perkara ini; 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan 

Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili 

dan menjatuhkan putusan sebagai berikut : 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk 

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon)  didepan 

sidang Pengadilan Agama Kudus; 

3. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum. 

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang 

seadil-adilnya 

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan 

Termohon hadir di persidangan; 

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan 

Termohon di persidangan namun tidak berhasil;  

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan 

mediatorbernama  Sunarto, S.H., M.H. sebagaimana laporan tanggal 27 

November 2023 ternyata mediasi berhasil sebagian, yang pada pokoknya 

perdamaian perkara perceraiannya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat 

perceraiannya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian 

sebagian tanggal 20 November 2023 yang isinya sebagai berikut: 

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sepakat bercerai, Pemohon sepakat 

memberikan nafkah mut’ah, iddah dan hadhonah dan anak kandung jatuh 

pada asuhan Termohon; 

- Bahwa  Pemohon memberikan : 

1) Mut’ah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah); 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds 
 

 

 

2) Nafkah selama iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); 

3) Nafkah hadhonah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); 

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi 

dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon; 

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan 

jawaban karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya 

Termohon tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah 

diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya 

itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;  

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah 

mengajukan alat bukti surat sebagai berikut : 

1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx atas nama Pemohon yang 

dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Grobogan pada tanggal 27-05-2020. 

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan 

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode 

bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;   

2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tertanggal 21 Juni 2017 

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Xxxxxxxxxxx, Kabupaten Grobogan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh 

Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah 

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf 

Ketua Majelis; 

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 

saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah: 

1. Saksi 1, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan 

wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxxxxxx RT 02 RW 01 

Kecamatan Xxxxxxxxxxx Kabupaten Grobogan, di bawah sumpah, 

memberikan keterangan sebagai berikut : 

-  Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan 

dengan Pemohon  sebagai tetangga Pemohon   

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 

2017;   

Disclaimer
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- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda cerai hidup dan 

Termohon berstatus Janda cerai hidup;   

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah menikah secara sah pada 

tahun 2000, namun telah bercerai pada tahun 2014 di Pengadilan agama 

Kudus, kemudian rukun dan menikah lagi pada tahun 2017; 

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon 

tinggal bersama di rumah Pemohon 

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon selama 

menikah belum dikaruniai anak; 

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan 

Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang 

sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;   

- Bahwa, saksi sering mengetahui dan mendengar sendiri ketika Pemohon 

dengan Termohon bertengkar namun saksi tidak mengetahui 

penyebabnya; 

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah 

berpisah rumah selama 5 (lima) bulan karena Termohon pulang ke rumah 

orang tuanya sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;   

- Bahwa saksi melihat Termohon pergi dengan membawa barang-barang 

miliknya; 

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon 

dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak 

lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ; 

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan 

Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;  

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan 

Termohon;  

2. saksi 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, 

bertempat tinggal di Desa Xxxxxxxxxxx RT 002 RW 001 Kecamatan 

Xxxxxxxxxxx Kabupaten Grobogan, di bawah sumpah, memberikan 

keterangan sebagai berikut : 

 Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki 

hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;   
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 Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri 

yang sah yang menikah pada tahun 2017 ; 

 Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda cerai hidup dengan 

dan Termohon berstatus Janda cerai hidup; 

 Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah menikah secara sah pada 

tahun 2000, namun telah bercerai pada tahun 2014 di Pengadilan agama 

Kudus, kemudian rukun dan menikah lagi pada tahun 2017; 

 Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon 

tinggal bersama di rumah Pemohon; 

 Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon 

belum dikaruniai anak; 

 Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah 

tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang 

mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 5 

(lima) bulan lebih karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya 

sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan 

Termohon tidak pernah bersatu lagi;   

 Bahwa, saksi mengetahui dan mendengar sendiri ketika Pemohon 

dengan Termohon bertengkar namun saksi tidak mengetahui 

penyebabnya; 

 Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak 

ada komunikasi yang baik dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban 

sebagaimana layaknya suami istri ; 

 Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan 

Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;  

 Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan 

Termohon;   

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan 

menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan 

tanggapannya; 

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan 

apapun lagi;  
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala 

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan 

upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun 

berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) 

dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009  jo Pasal  130 HIR 

jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka 

pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai 

ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; 

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan permohonan hingga akhir 

pemeriksaan perkara Termohon tidak pernah hadir lagi meskipun telah 

diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali 

berturut-turut, padahal sebelumnya Termohon pernah hadir di sidang, karena itu 

permohonan ini harus diperiksa di luar hadirnya Termohon; 

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan 

Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan 

dan pertangkaran disebabkan Termohon ingin menikah lagi, akibatnya sejak 

bulan Maret 2023  Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal 

hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi 

menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, 

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1. dan P.2 serta 2 (dua) orang 

saksi;  
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Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, 

telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat 

tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat 

kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh 

Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta 

otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti 

bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan; 

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, 

telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat 

tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa 

Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Juni 2017, relevan 

dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi 

syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan 

pembuktian yang sempurna dan mengikat; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon 

dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Juni 2017 di 

KUA Kecamatan Xxxxxxxxxxx Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, hal 

tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat 

sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai persona standi in judicio 

memiliki legal standing sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang 

mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ; 

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu bernama saksi 1 

sebagai tetangga  Pemohon dan saksi 2 sebagai tetangga Pemohon, keduanya 

telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk 

perkara; 

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi  Pemohon, adalah keluarga atau orang 

dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan 

sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal 

sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR; 

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds 
 

 

 

hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga 

Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar 

langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh 

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil 

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi 

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan 

cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi 

tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;  

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan 

di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut: 

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah 

secara agama Islam pada tanggal 21 Juni 2017 di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Xxxxxxxxxxx Kabupaten Grobogan, dan pada saat menikah 

Pemohon berstatus Duda cerai hidup dan Termohon berstatus Janda cerai 

hidup;  

2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah menikah secara sah pada 

tahun 2000, namun telah bercerai pada tahun 2014 di Pengadilan agama 

Kudus, kemudian rukun dan menikah lagi pada tahun 2017; 

3. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak; 

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak 

rukun lagi, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan 

pertengkaran ; 

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan 

Termohon sudah berpisah rumah selama 5 (lima) bulan lebih sampai 

dengan sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi 

dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing 

sebagaimana layaknya suami isteri; 

6. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga 

Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan 

Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk 

merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena 

Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds 
 

 

 

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian 

harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai 

suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan 

Termohon tetapi tidak berhasil sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) 

Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan 

Pemerintah  Nomor  9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum 

Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan 

pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi 

untuk kembali rukun; 

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut, terdapat 

beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik 

cerai talak maupun cerai gugat. Bahwa selain ketentuan dalam peraturan 

tersebut, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 juga 

mengatur mengenai hal tersebut dimana gugatan cerai dapat dikabulkan jika 

fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan 

indikator antara lain: 

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil 

2. Sudah tidak ada komunikasi  

3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya 

sebagai suami isteri 

4. Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama 

Menimbang, bahwa indikator-indikator tersebut akan dipertimbangkan satu 

persatu dengan menghubungkan fakta – fakta kejadian dalam rumah tangga 

Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon 

dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian angka 4 bahwa antara 

Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan. Bahwa 

pertengkaran dan perselisihan antara suami isteri pada prinsipnya merupakan 

hal privasi yang jarang diketahui oleh orang lain dan jika hal tersebut sudah 

dapat terlihat oleh orang lain maka hal tersebut menunjukkan adanya 

pertengkaran yang nyata dan pertengkaran tersebut berlanjut tanpa 

menunjukkan menuju arah perbaikan dan justru semakin terlihat berlarut larut 
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maka menurut Majelis Hakim berpendapat jika pertengkaran tersebut telah 

berlangsung secara terus menerus sehingga hal tersebut dapat dijadikan 

sebagai alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian angka 5 yaitu Pemohon 

dan Termohon telah pisah rumah selama 5 (lima) bulan lebih hingga sekarang. 

Bahwa perpisahan antara suami isteri bisa jadi menjadi masa introspeksi diri 

keduanya apakah akan menuju ke arah kerukunan atau sebaliknya. Bahwa 

terhadap kasus rumah tangga Pemohon dan Termohon perpisahan yang terjadi 

tidak menunjukkan arah perbaikan karena selama berpisah Pemohon dan 

Termohon tidak pernah saling kunjung, sehari-hari keduanya sudah mengurus 

keperluan hidupnya sendiri dan puncaknya justru Pemohon mengajukan 

perceraian maka hal tersebut menunjukkan jika dalam masa introspeksi diri 

tersebut bukan masa untuk memperbaiki hubungan keduanya namun justru 

semakin memperburuk hubungan antara Pemohon dan Termohon karena 

selama berpisah sudah tidak terlihat lagi rasa untuk saling memiliki satu dengan 

yang lain, tidak terjalin lagi komunikasi, tidak saling mempedulikan, tidak saling 

menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan kondisi tersebut menurut 

Majelis Hakim menggambarkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada 

harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga maka indikator broken 

marriage angka 2, 3 dan 4 dalam hal sudah tidak ada komunikasi dan salah satu 

pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami 

isteri telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian nomor 6 majelis hakim 

telah berupaya mendamaikan dalam setiap persidangan dan juga melalui proses 

mediasi namun tidak berhasil, keluarga juga telah berupaya mendamaikan 

Pemohon dan Termohon namun Pemohon tetap bersikukuh untuk tetap bercerai 

dengan Termohon sebagaimana dalam kesimpulannya, maka Majelis Hakim 

berpendapat indokator broken marriage angka 1 mengenai sudah ada upaya 

damai tetapi tidak berhasil telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan indikator-indikator broken marriage yang 

telah terpenuhi dan unsur-unsur perceraian yang telah terdapat dalam rumah 

tangga Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah 

tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi 
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dalam sebuah ikatan perkawinan dan apabila mereka tetap dipaksa hidup di 

bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar 

kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul 

Fiqih yang berbunyi:  

 

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik 

(mempertahankan) kebaikan;  

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga yang jika dipertahankan 

justru akan mendatangkan kemudhorotan maka terhadap kondisi tersebut 

Majelis Hakim berpendapat jika perkawinan Pemohon dan Termohon telah 

pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam 

yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan 

rahmah; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah 

SWT dalam Al-Qur’an: 

1. Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi : 

عليموإن عزموا الطلاق فإن الله سميع     

Artinya :“barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah 

SWT  Maha mendengar Dan Maha mengetahui” 

2. Surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi : 

 الـطلاق مـرتان فامسـاك بمعـروف اوتسـريح باحـسان

Artinya: “ Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi 

dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang 

baik” 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis 

Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah 

tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang 

dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974; 
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Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu 

alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, maka Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan Pemohon untuk 

menjatuhkan talak dua raj'i terhadap Termohon karena Pemohon sudah pernah 

menjatuhkan talak kepada Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon 

sudah pernah terjadi perceraian, maka talak antara Pemohon dan Termohon 

adalah talak dua;  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, maka permohonan Pemohon itu patut dikabulkan;  

Menimbang bahwa talak dua raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh 

Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak dua raj'i adalah antara suami dan 

isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk isrtri selama 

istri masih dalam iddah; 

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan 

dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan 

perdamaian sebagian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana 

tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 20 November 

2023, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan 

Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan 

perdamaian sebagian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan; 

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan perdamaian sebagian tersebut 

adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara sebagai berikut : 

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sepakat bercerai, Pemohon sepakat 

memberikan nafkah mut’ah, iddah dan hadhonah dan anak kandung jatuh 

pada asuhan Termohon; 

- Bahwa  Pemohon memberikan : 

1) Mut’ah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah); 

2) Nafkah selama iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); 

3) Nafkah hadhonah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); 
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Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak sekarang ikut Pemohon, maka 

untuk nafkah anak tidak dibebankan kepada Pemohon dan kesepakatan 

mengenai hadhonah dan nafkah hadhonah dikesampingkan; 

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan  

Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan 

kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat 

perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila 

perceraiannya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan 

dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak 

ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;  

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati 

kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 20 

November 2023, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan 

dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak 

ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat 

dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat 

kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon 

dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut; 

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran 

Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan 

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai 

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar 

Agama angka 1 menyatakan, “Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 

Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan 

Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan 

pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya 

nafkah iddah, mut’ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar 

putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikar talak”, maka Majelis 

Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut’ah dan nafkah iddah 

tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon; 

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, 

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 
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Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon; 

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;  

MENGADILI: 

1. Mengabulkan pemohonan Pemohon ;   

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak dua raj'i 

terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;   

3. Menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan 

perdamaian tertanggal 20 November 2023; 

4. Menghukum Pemohon (Pemohon) untuk membayar kepada Termohon 

(Termohon) berupa : 

a. Mut’ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah); 

b. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta 

rupiah); 

yang dibayarkan secara tunai sebelum pengucapan ikrar talak;  

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp. 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);   

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang 

dilangsungkan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 Masehi, bertepatan 

dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Sahril, S.H.I., M.H. 

sebagai Ketua Majelis, Khaerozi, S.H.I., M.H. dan Dra. Ulfah masing-masing 

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka 

untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi 

oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. Slamet Abadi sebagai 

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnya Termohon; 

 

Hakim Anggota 

 

 

Khaerozi, S.H.I., M.H. 

Ketua Majelis 

 

 

Sahril, S.H.I., M.H. 

Hakim Anggota  
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Dra. Ulfah 

 Panitera Pengganti 

 

 

Drs. Slamet Abadi 

Perincian Biaya Perkara 

1.  PNBP 

a. Pendaftaran :  Rp.  30.000,00 

b. Panggilan Pertama Pemohon  :  Rp.  10.000,00 

c. Panggilan Pertama Termohon  :  Rp.  10.000,00 

d. Redaksi  :  Rp.  10.000,00 

e. Pemberitahuan Isi putusan  :  Rp.  10.000,00 

2. Biaya Proses  :  Rp.  75.000,00 

3. Biaya Panggilan  :  Rp. 325.000,00  

4. Meterai  :  Rp.  10.000,00 

5. Biaya Pemberitahuan Isi putusan  :  Rp. 100.000,00 

J u m l a h  :  Rp. 580.000,00  

     (lima ratus delapan puluh ribu rupiah). 

==================================================== 
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